ABSTRAK

Skripsi ini menjelaskan tentang Penegakan Hukum Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten
Bangka Barat, serta Upaya-upaya pemerintah dalam penegakan hukum izin usaha di Kabupaten
Bangka Barat dan hambatan-hambatan yang dialami pemerintah dalam penegakan hukum izin
usaha di kabupaten bangka barat. Obyek dari penelitian ini ialah izin usaha pertambangan mineral
timah pada kabupaten bangka barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam penegakan
hukum izin usaha pertambangan di kabupaten bangka barat beserta hambatan-hambatan yang
dialami pemerintah. Upaya yang dilakuan penulis pada skripsi ini dalam memperoleh data yang
tepat dan akurat, penulis melakukan riset atau penelitian pada dinas energi sumberdaya dan
mineral (ESDM) pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung, kemudian data yang diperoleh
dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Energi
Sumberdaya dan Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah daerah Kabupaten
tidak memiliki kewenangan terhadap pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan yang
berda di Kabupaten Bangka Barat, setelah diterbitkanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintah daerah. Dalam penegakan hukum izin usaha pertambangan pemerintah daerah
provinsi bagian Dinas Energi Sumberdaya dan Mineral, sudah menjalankan amanat Undang
Undang dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku
dalam pelaksanaanya.
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